
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 45 TAHUN 2011

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 63 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR OTORITAS PELABUHAN

a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan, belum mengatur mengenai kewenangan terkait
kedudukan dan hubungan pertanggungjawaban Kantor
Otoritas Pelabuhan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemer 5093);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5108);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/18.1M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian;

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERU BAHAN AT AS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 63 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TAT A KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

(1) Kantor Otoritas Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan
melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.



(1a) Kewenangan terkait ketentuan mengenai kedudukan dan
hubungan pertanggungjawaban Kantor Otoritas Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut.

(2) Kantor Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Para Gubernur Provinsi;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8. Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal

dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal,

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BI DAN KSLN
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Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001


